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PERATURAN DESA BODAG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG II/IAHA ESA
KEPALA DESA BODAG

a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasisetiap
warganegara lndonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H
Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun '1945:

b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi
sekarang dan genarasi yang akan datang;

c. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu

dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
d. Aspirasi masyarakat Desa Bodag tentang pelestarian lingkungan hidup;
e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan

perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Bodag
perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian
lingkungan hidup:

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf
b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian
Lingkungan Hidup;

1. Undan-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun '1950 (Berita NegaE Republik
Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkaran Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah lstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
'1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 140);

5. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tenteng desa (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5495):
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Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 ientang Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012

Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5292);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang NomorO Tahun

2014 ientang Desa ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5717),
Peraturarl daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Taiun 2015
tentang Perubaian APBD Kabupaten Trengggalek Taiun 2015

{Lembaran Daerai Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor
14);
Peraturan Bupati Trengga,lek Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengeiolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerai
Kabupaten T.enggalek Tahun 2014 Nomor 19);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Pengtqunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2015 Nomor 46);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Penjabaffn Anggarar Pendapatar dan Belanja Daerali Tallun
Angga-ran 2015 (Berita Daeratr Kabupaten Trenggalek Tahun 2015
Nomor 52);
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No.11 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

No.21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan darl Belailja
Daerah Kabupaten Trenggalek Ta,trun Anggaran 2017.
Peraturar Bupati Trenggalek No.8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peratu.an Bupati Trenggalek No.42 Taiun 2016
tentang penjabaran Anggaran Pendaoatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Treaggalek Ta,hun Angga,ran 20 17.

Peraturar Buti Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengalolaan Dana Desa;
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Daltar Kewenangan Berdasarkan Hat Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa;
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aiokasi Dana Desa { Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 20 15 Nomor 51);
Peraturan Bupati Trenggaiek Nomor 56 Tahl1n 2017 tentang tata
cara Pengadaar Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Trengga.lek No.62 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun Ar.ggalan 2017i
Peraturan Bupati ?renggalek No.66 Tahun 2017 tentang
Pelaksalaan Peratu.ar Daerai Kabupaten Trenggalek No.6
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22.

i88.45l313/35-0 3.OO1.O312017 tentang Lokasi da]I Alokasi Dana
Desa untuk Masing masing Desa Tahun 2017;
Peratu.an Desa Bodag Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan l,oka] Berskala
Desa.i
Peraturar Desa Bodag No.7 TahJn 201'7 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BODAG

Dan

KEPALA DESA BODAG
MEMUTUSKAN:

}ireIAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

-. .'n peraturan Desa ini dimaksud dengan

Daerah ada ah Kabupaten Trenggalek

- Pemerintah Daerah ada ah Bupati dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah
Bupati adalah Bupati TRENGGALEK
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

beMenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan hak asal-usul dan adai istiadat setempat yang dlakui dan dihormati dalam

sistem Pemetintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati da,am sjstem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Desa.
Kepada Desa adalah pemimpin penyelenggara kegiatan pemerintah desa.

Badan permusyawaratan Desa selaniutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan
persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Wilayah Desa adalah wilayah Desa Bodag Kecamatan Panggul Kabupaten

Trenggalek
Masyarakat adalah masyarakai penduduk Desa Bodag.

Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang

dilakukan masyarakat.
Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan data dukung dan daya tampung Iingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk



'aa-??tya
S--.cer daya air ada ah a T, sullrber a r dan daya air yang lerkandung di dalamnya
I ' a.a ah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah

::--asi-rk dalam permukaan pengertran in air permukaan, air tanah, air huian dan alr

=-:,!ang berada di darat.

- - S-rber air ada ah tempat wadah air alaml atau buatan yang terdapat pada, dl atas

::3upun di bawah Permukaan tanah
::^ge claan sumber daya air adalah upaya merencanakan melaksanakan, memantau,

::i mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan

:--oer daya air, dan pengendalian daya rusah a I
.. ?_yah sungai adalah kesatuan w layah penge olaan sumber daya alr dalam satu

,:r, eb h aliran sungai dan/atau pu au-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
:=-a dengan 2.000 km,
:::rah a iran sungai adalah suaiu w ayah daratan yang merupakan satu-kesatuan

::-!an sunga dan anak-anak sungainya, yang berfungs menampung, menyimpan,

r.^ rienga irkan air yang berasa dari curah hulan ke danau alau ke laut secara alami

..^l batas di darat rferupakan pemisah iopografis dan batas di laut sampai dengan

:.:'ah pera ran yang rnas h terpengaruh aktifrtas daratan
r:^servas sunlber daya air adalah upaya memelihata keberadaan serta
.::?rke anjutan keadaan, sifai dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia
r::ni kuantitas dan kua itas yang memeda untuk memenuhi kebutuban mahluk

: :-r baik pada waktu sekarang nraupun yang akan datang.
::aie haTaan adalah keg alan untuk mcrawat sumber air dan perasarana sumber
...a af yang d]tunjukan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber ait dan prasarana

:--ber daya air.

- -lkungan hidup adalalr kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan

-?(h uk hidup termasul( manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

:-a r kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia seda makhluk hidup

i=- ndungan dan penge olaan lingkungan h dup adalah upaya sistematis dan terpadu
..^J dr akukan untuk meiestarikan fungsl lrngklrngan hldup dan mencegah tejadinya
::-cemaran dan/atau kerusakan ingkungan h dup yang meliputt perencanaan,

aa-ianfaatan, pengendalian, pemelihataan. pengawasan, dan penegakan hukum
::-bangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang rnemadukan

.:.:k lngkungan h dup sosial dan ekonomi ke da arn strategi pembanglman untuk

-:- am n keutuhan lngkungan h dup serta keselamatan kemarnpuan, kesejahteraan,

,.. mutu hidup generasi masa kin dan generasi masa depan

:- ls stem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh

-.^veluruh dan saling mernpengaruhi dalam rnembeniuk keseimbangan, stabilitas,

::^ produktivitas lingkungan hidup.

:-'rber daya alam adalah unsur lngkungan hidup yang terdirl atas sumber daya
- a , ai dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
::-oemaran lingkungan hidup adalah n'rasuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

=^eig dan atau komponen lain ke da am lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

:.- ngga melarnpaui baku mutu lingkungan h dup yang telah ditetapkan.
-:-JSakan ingkungan hidup adalah tindakan orang yang rnenimbulkan perubahan

.^jsung aiau tldak langsung terhadap slfat flsik. kimia, dan/atau hayati lingkungan
- :-. seh ngga melampaur kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

{:-.rsakan lngkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung

:=-^a.ao s fat fisik k mia. dan atau hayat lingkungan hidup yang melampaui kriteria

::. - {a:!sa(an ingkungan hldup



langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi
atmosflr secara global dan selain itu juga berupa perubaban fariablitas iklim alamiah
yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber
daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama

dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan memebentuk ekosistem.
Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat
maupun di air.

Saiwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di

air, dan atau di udara.
Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pel;hara, yang

yang masih kemurnian jenisnya.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di

udara yang masih mempunyai sifafsifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di

cellhara oleh manusla.
: Habitat adalah lrngkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang

secara alamr.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian KesatLt

Asas

Pasal2

::.s:arian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

= Tanggungiawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan rnasyarakat;

: Kelestrarian dan keberlanjutan;
: [4anfaati
: Kearlfan lokal;
: Kepasiian Hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

:: 
=s:a:lan dan perlindungan lingkungan hidup beriuluan :

: i\,4elindungi wilayah Desa Bodag dari kerusakan lingkungan hidup

: l,4enjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

I'lenlaga kelesiarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasran,

{eselarasan dan keseimbangan llngkungan hidup

: [4enjamin terpenuhinya keadi]an generasi kini dan generasi masa depan,

= l,,lgngendalikan pemanfaataf sumber daya alam secara bijaksana



BAB III

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4
' /lengendal kan pemanfaatan llngkungan hidup meliputi tanah air, udara, keadaan

serta semua rnahluk hidup yang berrnanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan
(esejahleraan manusia yang berada di dalam wilayah Desa BODAG,
l!4engendalikan pernanfaatan semua jenis rkan, belut, udang danlenishewan larnnya
r da am aliran sungai,

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5
. 

Setiap orang berhak atas ingkungan hidup yang balk sebagai bagian dari hak asasi
-anusia,
S3iiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

^ iup sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku,
: Setiap orang berhak me akukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau

cerusakan lingkungan hidup atau perlindungan dari iingkungan hidup yang sifatnya
membahayakan rnasayarakat;

- Pemerintah Desa wajib menyelesaikan masalah yang di adukan oleh masyarakal
::iri keselamatan bersama:

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

:eiiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup seria
-engendalikan pencemaran dan atau kerusakan llngkungan hidup,

- Set ap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran waiib
-3an ki ijln lrngkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan
:-'at jn tersebut kepada Pemerintah Desa:

: :-airap orang yang menanam tanaman bernilai produksi di tanah kas Desa di kenakan
::% darl hasil penjualan.

- ,emerintah Desa dan Masyarakat berkewaliban merehabilitasl lingkungan alam yang

:: ah rusak:
Bagian Ketig€r

Larangan

Pasal 7

-: ap orang dilarang :

: ',le akukan perbuatan yang mengak batkan pencemaran dan/atau perusakan

-lkungan hidup di wilayah desa,
: ',1enebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum

::. k untuk menangkap ikan. udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan ,

::-dJngan, kedung, part, sa uran irigas di wilayah desa,
: '.lembLrang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya, dan bahan

::-cemar air ke sungai dan kali:
- .i...ambi! batu dan pasl d sungai w layah Desa Bodag untuk dljual belikan, kecuali



= ::: .. .-a^! r rareng mere.fDak n'ren.lar ng dan atau t ndakan yang mengaklbatkan
--.,^2^an satwa di w ayah Desa Bodag

:=: ir-. arang d iarang menebang pohon di sumber mata air yang berada di Desa

= -a2!
BAB V

SANKSI

Pasal 8

. S:: ap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut

: {.ena denda paling sedikit Rp 1 000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp

a iCo 000,00 ( Lima Juta rupiah) dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak
:an'ungsi lagi;

S.irap orang yang menebar bahan klmia bahan beracun dan atau bahan peledak

.:ng menyebabkan kematian ikan udang dan sejenisnya atau untuk mencari

::n/atau mengambil ikan dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu Juta
i -oLah ) dan paling banyak Rp 3.000 000.00 ( Tiga Juta Rupiah),

, a.: ap orang yang mengambil dengan cara menennbak menjaring, menierat,

::'angkap burung dan satwa sejenisnya dikenakan denda Rp. 3.000.000,00 ( Tiga

-:a Rupiah)

- :::rap orang yang mengambil dan membutu binatang hutan tanpa seiiin dari
:3n'rerintah Desa didenda Rp 500.000.00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah )

: 3.t ap orang yang menebang pohon di sumber mata air dikenakan denda Rp.

. C00.000,00 ( L ma Juta Rupiah )

: Set ap orang yang membuang sampah, bangkai, dan bahan beracun di aliran sungal,

: kenai denda paling sedikit Rp 500 000 ( Lima ratus r bu rupiah), dan paling banyak

io 1 000 000 00 ( Saiu Juta Rupiah)

Setiap orang yang mengamb batu I pasir tanpa izin di daerah aliran sungai Desa

3odag di kenakan denda Rp. 1 000.000,-

Pasal I
-::. a seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 dan B tidak mau membayar

.+-:3 yang bersangkutan dilaporkan kepadi? pihak berwajib untuk diproses sesuai aturan
- - -- yang berlaku

Pasal 10

- r- I yang diperoleh dari denda d masukkan dalam rekening kas Desa dan digunakan untuk

:.=-:s ona pelestarian lingkungan hidup.
BAB VI

PERAN SERTIA

Pasal '11

. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif

daiam perlindungan dan pengelolaan lingkunOan hldup,

: Peran serta masyarakat dapai berupa :

: Pengawasan sosial dan pengawasan Iingkungan ,

: Pember an saran, pendapat, Llsul, kebe.atan, dan pengaduan;

: Penyarnpaian informasi dan/atau laporan,

: Peran serta masyarakat dllakukan untuk :

2 l,4eningkatkan kepedul an da am perllndungan dan pengelolaan lingkungan hidupl

: fuleningkaikan ken]andirlan keberdayaan masyarakat dan kemitraan;



d. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial;

e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

BAB VII

KETENTUAN PENUTIJP

Pasal 12

::'aturan Desa ni mulai berlaku pada tangga drundangkan;

Pada tanggal : S lvlaret 2018
KEPALA DESA BODAG

- , ^dangkan di Bodag
: : ra Tanggal 12 N/laret 2018
: {RETARIS DESA BODAG

fir{\
-:\ DRO MURTONO

Di tetapkan di : Bodag



BERITA ACARA
Nomor: I / Sek/ 35.03.01.09/ 2018

I<ESEPAKATAN BERSAMA KEPAUI DESA DAN BPD
I}ESA BODAG

TENTANG

PERDES PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2O18

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas,

vdnB berlrndJ ldng.rn dibawdh ini :

Nama PURWITO Kepala Desa Bodag
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa

Bodag, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Ketua BPD Desa Bodag
wakil Ketua BPD Desa Bodag
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa

Bodag, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Nama PRATIKTO
Nama ROHMANI

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui PERDES Pelestarian Lingkungan
Hidup Desa Bodag Tahun 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan traik dan akan menyelesaikan
perubahan dan koreksi atas PERDES Pelestarian Lingkulgan Hidup Desa Bodag
Tahun 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir berita acara ini selamllat - lambamya sebelum 3 {
tiga ) had kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat -
lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Bodag, 8 Maret 2018
A BPD DESA BODAGPALA DESA BODAG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD}

DESA BODAG

KECAMATAN PANGGUL

Acara

Hari/ Tanggal

waktu

Tempat

DAFTAR HADIR

Rapat Peoetapan PERDES Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Bodag

Tahun 2018

Kamis/BMaret2018

09.00 WIB s/d selesai
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NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
'lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional
bagi setiap warga Negara lndonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan

seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelaniutan agar
lingkungan hidup lndonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi
rakyat lndonesia serta makhluk hidup lain.
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi
lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan hams dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup
dan mewujudkan tujuan pembangunan be*elanjutan.
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hiaup yang merupakan kesatuan utuh
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,

dan produktivitas lingkungan hidup
Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 'l

Cukup jelas

Pasal 2
a. Cukup jelas

b. yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap
orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan

terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya
dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha daniatau
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya

alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakal dan harkat
manusia selaras dengan lingkungannya

d. Cukup jelas

e. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang menggunakan

landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara.

Pasal3

a. Cukup jelas
b. Cukup jelas

c. Cukup ielas
d. Yang dimaksud dengan " keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagisetiap
warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

e. Cukup ielas



2. Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang
terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama
dengan unsur nonhayati di sekitamya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5
1. Cukupjelas
2. Cukup jelas
3. Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan

'kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan
pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

4.

Pasal6
1 . Cukup.jelas
2. Yang dimaksud dengan" kegiatan usaha" adalah kegiaian dan/atau usaha yang ada

kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya petemakan ayam
yang cukup besar, petemakan puyuh, petemakan sapi, pembuatan tapioka,
pembuatan tahu, penyulingan daun cengkeh/dilem, penggilingan beras, tempat
pengumpulan rongsok oa.l -saha larn yang sejenis

3. Cukup jelas

4. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan
nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan
lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem

Pasal 7
a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c Larangan disin dimaksudkan untuk rnembentuk kultur atau budaya masyarakat cinta
kebersihan dan kesehatan dan bebas dari buang sampah di sungai.

d Cukup Jelas
e. Cukup Jelas

Pasal 8
1 Cukup jelas
2 Cukup jelas
3 Cukup lelas
4. Cukup jelas
5 Cukup lelas
6 Cukup ielas
7 Cukup lelas

Pasal 9
Yang dinraksud 'P hak yang berwajib'' ada ah Kepol s an Republlk lndonesia atau pihak yang
berwenang arnnya

Pasal 10

Yang dimaksud'kegiatan pe estar an lngkungan hidup" yaitu upaya untuk sosialisasr perdes

tentang Pelestar an Lingkungan H dup rehabrlitasi ingkungan yang rusak. pengadaan bibit
kan. pengadaan b b t tamanan/pohon. dan keg atan lain dalam rangka kegiaian pelestalan
r-rgkungan hidup

Pasal 11

1 Cukup je as
2

a Ya|.g d r.laksud'pengawasan sosial' adalah pengawasan yang dilakukan oleh
-'a:.a'a.el r.iuk nieigallas ika ada keglatan yang merusak lngkungan hidup ba k



b Cukup lelas
c Penyampaian nformasL clan/atau aporan disampaikan kepada Pemerintah Desa balk

secara lsan atau tertulis

3

a Cukup lelas
b. Cukup jelas
c Cukup jelas
d Cukup lelas
e Cukup jelas

Penjelasan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Bodag
Pada Tanggal 12 Matel20lA
SEKRETARIS DESA BODAG
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HENDRO MURTONO

Di tetapl(an dl : Bodag
Pada tanggal : 8 Maret 2018
KEPALA DESA BODAG
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